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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina lkan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Ternate (LKj SKIPM Ternate) Triwulan
I11 Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SKIPM

Ternate dalam penggunaan anggaran Yyang akuntabel untuk

mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini

diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator

- keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk

mencapai visi dan misinya. Landasan Penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja
dan Rencana Aksi SKIPM Ternate Tahun 2025. Secara umum, pada Triwulan Il Tahun
2025 sebagian target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Adapun
beberapa IKU yang masih belum dapat dicantumkan hasil capainnya dikarenakan
pengukuran dilaksanakan kegiatannya pada Triwulan 1V dan akan diukur setiap per
triwulan dan kumulatif diukur pada akhir tahun. Kami berharap laporan kinerja ini dapat
bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat
dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Ternate dimasa mendatang.
Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai SKIPM Ternate dan semua pihak

yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan Kinerja ini.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) SKIPM Ternate pada Triwulan 11l Tahun 2025 adalah Sebesar 114,79 %. Nilai ini

diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

SKIPM Ternate yang telah ditetapkan dengan Hasil sebagai berikut:

A. Dari 14 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada tahun 2025, hasil persentase terhadap

realisasi tahunan terdapat 5 Target IKU pada Triwulan 1ll yang pencapainnya

memenuhi target yaitu:

1.

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi
Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate
(Persen)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM
Ternate (Persen)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh
negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup
UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate (Nilai)

Kinerja keuangan SKIPM Ternate Triwulan 11l 2025 baru mencapai
Rp. 1,365,655,795,- atau 50.88% dari pagu anggaran DIPA sebesar Rp. 2.684.228.000,-. Pagu
anggaran tersebut dilaksanakan melalui DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate), Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).




BAB. |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas
tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/PERMEN-KP/2025
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu Eselon
I Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) merupakan Unit Pelaksana Teknis
BPPMHKP yang mempunyai tugas Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan. Oleh karena itu SKIPM Ternate dituntut untuk
melaksanakan kinerja secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Ternate
dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi dan target
kinerja SKIPM Ternate. Disamping itu juga sebagai alat kendali untuk peningkatan Kkinerja
SKIPM Ternate. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga
merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.




1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5 Tahun 2025
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mempunyai tugas
Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan

perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu

dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil keluatan dan

perikanan;

3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan

pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi badan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

SKIPM Ternate sebagai salah satu UPT Badan Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab sebagai quality assurance yaitu pengendalian dan
pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta sebagai otoritas kompeten sistem jaminan mutu
dan keamanan hasil kelautan dan perikanan baik dari hulu hingga hilir. Salah satu tugasnya adalah
melakukan sertifikasi terhadap hasil budiaya, tangkapan maupun penanganan dan pengolahan.

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan melalui proses inspeksi terhadap sistem yang
diterapkan oleh unit pembudidaya ikan, unit penangkapan ikan, pakan ikan, obat ikan, unit
penanganan dan pengolahan ikan hingga distribusi hasil perikanan. Untuk Pelaksanaan pengawasan
dilaksanakan melalui kegiatan surveilan dan monitoring dalam rangka memastikan konsistensi
penerapan sistem di unit tersebut.

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dilakukan oleh inspektur mutu
BPPMHKP. Output dari penjaminan tersebut berupa sertifikat pengendalian di unit penanganan
dan pengolahan dari hulu ke hilir. Sertifikasi tersebut yakni Cara Budidaya lkan yang Baik (CBIB),
Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan lkan yang Baik (CPPIB), Cara
Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Cara
Penanganan lkan yang Baik (CPIB kapal), Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), Hazard
Analysis and Crytical Control Point (HACCP) dan Health Certificate (HC) / Sertifikat Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).




Selain itu BPPMHKP juga melaksanakan tugas kegiatan monitoring pencemaran residu
dan bahan berbahaya di perairan umum, monitoring kesegaran ikan di Pelabuhan perikanan / tempat
pendaratan ikan dan pasar ikan, penjaminan mutu (quality assurance) di Lokasi Kampung Budidaya
dan Kampung Nelayan Maju / Modern (Kalaju/Kalamo), tracebility produk hasil tangkap dan hasil
budidaya di unit usaha.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis SKIPM Ternate
dibantu Oleh Ketua Tim Kerja (Katimja) dan 16 orang pegawai dengan komposisi Kepala UPT 1
orang, Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama sebanyak 2 orang, Asisten Inspektur Mutu
Hasil Perikanan Terampil sebanyak 2 orang, tenaga administrasi sebanyak 1 orang serta dibantu
oleh petugas PPNPN sebanyak 7 orang dan Petugas PJLP sebanyak 3 orang. Adapun struktur
organisasi SKIPM Ternate sebagai berikut :
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1.3. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam

sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagi ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran

untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang

ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta Strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM
Ternate Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Stasiun KIPM Ternate (Nilai)

SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
KEGIATAN
sk 1 | Terselenggaranya Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor
Pengendalian dan 1. | Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu 20
Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun
Hasil Kelautan KIPM Ternate (%)
Perikanan Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor
2. | Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar 20
Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT
Stasiun KIPM Ternate (%)
3. | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi
syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan 99
ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)
sk 2 | Terselenggaranya Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu
Pengendalian Sistem | 4. | Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 75
Jaminan Mutu dan (Nilai)
ﬁziaamu?::réHasn 5. | Nilai Kualitas Penferapan Sistem Manaje_men Mutu
Perikanan Yan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM
; 9 Ternate (Nilai) 75
Konsisten Sesuai
Standar
gk 3 | Tata K_elola 6. I_ndikator Kinerja_ Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 92
Pemerintahan yang lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)
efektif, lincah dan 7 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup 715
akuntabel dalam UPT _Stasiun KIPM Ternate (Nilai) ’
bidang Pengendalian Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup 100
dan Pengawasan 8. | UPT Stasiun KIPM Ternate (%)
Mutu Hasil Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun
Kelautan dan 9. | KIPM Ternate (Indeks) 87
Perikanan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun 86
10. | KIPM Ternate (Nilai)
11. | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup 85
UPT Stasiun KIPM Ternate (%)
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang
12. | diumumkan pada SIRUP lingkup UPT SKIPM 76
Ternate (%)
13, | Persentase pemenuhan dokumen pembangunan 20
zona integritas lingkup UPT SKIPM Ternate (%)
14. | Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT 88




BAB 11
AKUNTABIITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) merupakan kinerja secara kolektif dari
seluruh kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan SKIPM Ternate. Dengan didasarkan atas
perjanjian kinerja seluruh level lingkup SKIPM Ternate, telah dilakukan pengukuran dan
evaluasi kinerja secara berkala setiap Triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi
Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Kinerja IKU SKIPM Ternate pada Triwulan 11l 2025 sudah sangat baik /
istimewa, hal ini ditandai dengan Nilai capaian kinerja IKU sebesar 114,79% dan nilai capaian
kinerja IKU dan IKK Sebesar 114,79. Capaian IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu
organisasi secara keseluruhan. Capaian Kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan I1l Tahun 2025
ini belum mencapai target semua Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini dikarenakan adanya
beberapa indikator kinerja yang pengukuran pencapaianya akan dilaksanakan pada triwulan
berikutnya. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang sesuai
dengan target pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan 111 tahun 2025 seperti pada Gambar 2.1

berikut ini:
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Gambar 2.1 Capaian IKU dan IKK SKIPM Ternate Triwulan 11l Tahun 2025



http://www.kinerjaku.kkp.go.id/

2.1.

INDIKATOR KINERJA

Secara rincian capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis

SKIPM Ternate pada Triwulan I1l Tahun 2025 dapat Dilihat Pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja SKIPM Ternate Triwulan I11 Tahun 2025

SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | REALISASI | 9%
KEGIATAN W
gk 1 | Terselenggaranya Persentase Hasil Kelautan dan
Pengendalian dan 1. | Perikanan Sektor Produksi Primer
Pengawasan Mutu yang Memenuhi Standar Mutu dan 70 166 120
Hasil Kelautan Keamanan Pangan Lingkup UPT
Perikanan SKIPM Ternate (%)
Persentase Hasil Kelautan dan
2. | Perikanan Sektor Produksi Pasca
Panen yg Memenuhi Standar Mutu 70 105 120
dan Keamanan Pangan Lingkup UPT
SKIPM Ternate (%)
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan
3. | memenuhi syarat mutu dan di_terima 99 100 101,01
oleh negara tujuan ekspor lingkup
UPT SKIPM Ternate (%)
gk 2 | Terselenggaranya Nilai Kualitas Penerapan Sistem
Pengendalian Sistem | 4. | Manajemen Mutu Laboratorium 75 ) }
Jaminan Mutu dan Lingkup UPT SKIPM Ternate (Nilai)
Keamanan Hasil o _ _
Kelautan & N|Ia|_ Kualitas Penerapan Slstem
Perikanan Yang 5. Manajemen Mutu Lembaga Inspgk_5| 75 ] ]
Konsisten Sesuai Lingkup UPT SKIPM Ternate (Nilai)
Standar
sk 3 | TataKelola 6. | Indikator  Kinerja  Pelaksanaan
Pemerintahan yang Anggaran (IKPA) lingkup UPT 92 - -
efektif, lincah dan Stasiun KIPM Ternate (Nilai)
akuntabel dalam 7 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
bidang Pengendalian | | lingkup UPT SKIPM Ternate (Nilai) 715 i i
dan Pengawasan Presentase  Penyelesaian  Temuan
Mutu Hasil Kelautan | 8. | BpK  lingkup UPT SKIPM Ternate | 100 . -
dan Perikanan (%)
Indeks Profesionalitas ASN  lingkup
9. | UPT SKIPM Ternate (Indeks) 87 - -
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup 86 i )
10.| UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)
11.| Persentase ~ Rekomendasi  Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 85 i i
Perbaikan Kinerja Lingkup UPT
SKIPM Ternate (%)
Persentase rencana umum pengadaan
12.| PBJ yang diumumkan pada SIRUP| 76 76 120
lingkup UPT SKIPM Ternate (%)
13.| Persentase  pemenuhan  dokumen
pembangunan zona integritas lingkup, 70 - -
UPT SKIPM Ternate (%)
14. | Survey Kepuasan Masyarakat 88 98.39 11181
lingkup UPT SKIPM Ternate (Nilai) ' '
6




2.2 ANALISA DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail sesuai indikator
kinerjanya serta dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam Renstra BKIPM sesuai Permen PAN 53 Tahun 2025 dapat dijelaskan pada

sasaran program sebagai berikut :

Sasaran Program 1.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaan secara
professional dan partisipatif yang berdaya saing menjadi tolak ukur dari dampak keberhasilan
program dan kegiatan SKIPM Ternate. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran adalah Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup
SKIPM Ternate.

IKS.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar
Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar
mutu dan keamanan pangan merupakan indikator penting dalam menjamin bahwa aktivitas
pembenihan, pembesaran, maupun penanganan hasil tangkapan telah sesuai dengan prinsip Cara
Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Penanganan lkan yang Baik di atas kapal (CPIB Kapal),
dan Cara Pembenihan yang baik (CPIB). Pada Triwulan Il Tahun 2025, capaian 100%
menunjukkan bahwa satu unit usaha yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan
administratif sesuai ketentuan. Pada periode ini, PT. Morotai Marine Culture yang berlokasi di Desa
Ngele Ngele Besar, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai berhasil
memperoleh Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk ruang lingkup pembenihan
kerang mutiara.

Keberhasilan tersebut menunjukkan efektivitas fungsi pengawasan dan pembinaan mutu
yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Ternate, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap
pentingnya sertifikasi sebagai prasyarat daya saing produk. Implikasinya, sektor produksi primer di
wilayah ini semakin siap menjadi fondasi bagi pembangunan perikanan yang berkelanjutan, aman
pangan, dan memiliki akses ke pasar yang lebih luas baik domestik maupun ekspor.

Pada Triwulan 111 Tahun 2025, kegiatan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan di sektor
produksi primer menunjukkan perkembangan yang positif dengan capaian penerbitan 10 Sertifikat Cara
Penanganan lkan yang Baik (CPIB) Kapal di Halmahera Selatan. Capaian ini menandakan meningkatnya

kesadaran nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap pentingnya penanganan hasil perikanan

yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sejak di atas kapal.

>



Dengan Target Kegiatan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi

Primer total 70% pada Tahun 2025 terdiri dari:
1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan: 6 Sertifikat
2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB): 1 Sertifikat
3. Sertifikat Cara Budi Daya lkan Yang Baik (CBIB): 2 Sertifikat

Dan Realisasi Kegiatan:
Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB): 1 Sertifikat
Capaian Indikator: Persentase Pengukuran capaian indicator menggunakan rumus berikut:

A+B+C+D+E+F
%X = n x100%

Keterangan:
%X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
B = Jumlah Unit menerapkan CPIB
C =Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
D =Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB
E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan
pangan
F  =Jumlah Unit Usaha menerapakn CPIB Kapal
Xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)
Presentase Sertifikat Cara Penanganan lkan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan

%X = =x100% = 166.7 %
Sehingga Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor primer yang memenuhi standar mutu

dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Ternate sebagai berikut dan terdapat pada Tabel 2.2:

166.7%
1

%X = x100% = 166.7 %

e Pada Triwulan Il Tahun 2025, kegiatan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan di sektor produksi
primer menunjukkan peningkatan signifikan dengan diterbitkannya 10 Sertifikat Cara Penanganan lkan
yang Baik (CPIB) Kapal bagi kapal nelayan di Kabupaten Halmahera Selatan. Kapal-kapal tersebut
merupakan unit aktif yang secara rutin melakukan suplai bahan baku ikan ke Unit Pengolahan Ikan (UPI)
berorientasi ekspor di wilayah tersebut

e Dengan diterbitkannya 10 sertifikat CPIB Kapal tersebut, maka persentase hasil kelautan dan perikanan
sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup Stasiun KIPM
Ternate pada Triwulan Il tercatat sebesar 167%, melampaui target yang telah ditetapkan

e Capaian ini menunjukkan semakin kuatnya penerapan sistem jaminan mutu di tingkat hulu perikanan,
sekaligus meningkatnya kesadaran dan komitmen nelayan dalam menerapkan prinsip penanganan ikan

yang higienis sesuai pedoman CPIB Kapal

>



Tabel 2.2. Target dan Realisasi IKS.2 pada Triwulan 111 Tahun 2025

Persentase Hasil Kelautan
dan  Perikanan  Sektor

Produksi  Primer yang
Memenuhi Standar Mutu 70 70 166.70 120 120

dan Keamanan Pangan
Lingkup SKIPM Ternate

IKS.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi
Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan pangan yang
sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan
yang dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan
sistem HACCP, identifikasi yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian
yang dibutuhkan akan dilakukan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya
keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan
makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode
tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib
harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya.
Sertifikasi PMMT/HACCP mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011
Indikator Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit
Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi Monev ruang lingkup sertifikat
HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan dan Sertifikasi Perpanjangan HACCP maupun
Sertifikasi Terhadap ruang Lingkup UPI Baru.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar
Mutu dan Keamanan Pangan merupakan indikator penting dalam menilai hasil kelautan dan
perikanan pasca panen memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.
Standar ini meliputi penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP) serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang sesuai dengan
ketentuan nasional maupun internasional.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebuah
pendekatan komprehensif untuk menjamin hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi konsumen.
Sistem ini melibatkan rangkaian upaya pencegahan dan pengendalian sejak tahap pra-produksi,
penanganan, pengolahan, hingga distribusi dan pemasaran. Tujuannya adalah untuk menghasilkan
produk perikanan yang memiliki nilai tambah, menjaga kualitas, dan memperpanjang umur simpan,
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), Codex Alimentarius, dan standar perdagangan
lainnya.
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Pada sektor pasca panen, proses ini mencakup kegiatan seperti penanganan hasil
tangkapan, pengolahan menjadi produk bernilai tinggi, penyimpanan dengan teknologi yang baik,
distribusi yang efisien, dan pemasaran yang terarah. Seluruh kegiatan tersebut harus memenuhi
kriteria standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten di bidang
kelautan dan perikanan. Sebagai salah satu institusi penting dalam pengawasan dan penjaminan
mutu hasil kelautan dan perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
Hasil Perikanan Ternate merencanakan berbagai program pada tahun 2025 untuk mendukung
pencapaian standar mutu dan keamanan pangan. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan
meliputi: Inspeksi, survailan dan Monev HACCP, Inspeksi dan surveilan SKP, CBIB, CPIB, CPIB
Kapal, SPDI.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Stasiun KIPM Ternate berkomitmen untuk mendukung
pengembangan sektor perikanan di Maluku Utara sekaligus memastikan bahwa seluruh produk
perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Dengan demikian, diharapkan akan
terjadi peningkatan kualitas produk perikanan, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk
perikanan Indonesia di pasar global.

Sehingga keberhasilan capaian ini juga menjadi refleksi dari semakin meningkatnya
kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan standar mutu dalam setiap tahapan pasca
panen. Implikasinya tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi sektor
perikanan di wilayah Maluku Utara.

Target Kegiatan :

1. Sertifikat HACCP Ruang Lingkup produk Tahun 2025 : 20 Ruang Lingkup

2. Perbandingan jumlah sertifkat yang terbit dengan jumlah rekomendasi yang masuk selama
Tahun 2025 = 100%

Realisasi Kegiatan :
1. Sertifikat HACCP Ruang Lingkup produk : 20 Ruang Lingkup dan Total 22 ruang
lingkup hingga Triwulan 111

22
%x = —x100% = 110%
20
2. Rekomendasi : 17 SKP Terbit : 17 Sertifikat dengan total capaian 100%
17
%x = ExlOO% =100%

Capaian Indikator :

Persentase Pengukuran capaian indikator menggunakan rumus sehingga Persentase hasil
kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
Lingkup SKIPM Ternate sebagai berikut dan terdapat pada Table 2.3:
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B
%x = x100%

110% + 100
%x = TxlOO% =105%

e Pada Triwulan Il Tahun 2025, capaian kegiatan sertifikasi mutu hasil kelautan dan
perikanan menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan realisasi HACCP sebesar
110% dan SKP sebesar 100%. Sertifikasi ruang lingkup HACCP untuk produk hasil
perikanan telah melampaui target yang ditetapkan, menandakan meningkatnya minat dan
kesiapan Unit Pengolahan lkan (UPI) dalam menerapkan sistem jaminan mutu berbasis
HACCP.

e Sementara itu, penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada UPI skala UMKM
maupun menengah-besar yang telah menerapkan prinsip GMP dan SSOP tercapai 100%
sesuai rencana kerja, menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap pemenuhan standar
mutu dan keamanan pangan

e Secara keseluruhan, persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup Stasiun KIPM Ternate tercatat
sebesar 105%, melampaui target triwulan. Capaian ini menggambarkan peningkatan
kesadaran dan partisipasi pelaku usaha dalam menjaga sistem mutu secara
berkesinambungan serta memperkuat daya saing produk perikanan Maluku Utara di pasar
domestik dan ekspor

Tabel 2.3. Target dan Realisasi IKS.2 pada Triwulan 111 Tahun 2025

Persentase Hasil Kelautan

dan  Perikanan  Sektor

Produksi Pasca Panen yang

Memenuhi Standar Mutu 70 70 105 120 120
dan Keamanan Pangan

Lingkup UPT  Stasiun

KIPM Ternate (Persen)

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan 111 sudah tercapai, sedangkan
untuk target keseluruhan di 2025 akan dilaksanakan pada kegatan di triwulan berikutnya.

IKS.3. Rasio Ekspor lkan Dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu Dan Diterima Oleh
Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)

Pada Triwulan Il Tahun 2025, rasio ekspor ikan dan hasil perikanan dari wilayah kerja
Stasiun KIPM Ternate kembali menunjukkan performa maksimal dengan capaian 100%, di mana
seluruh produk perikanan yang diekspor diterima sepenuhnya oleh negara tujuan tanpa adanya
penolakan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil

perikanan yang diterapkan secara konsisten.

A




Berdasarkan data ekspor periode Juli-September 2025, tercatat total volume ekspor

mencapai 288.083,97 kg dan 5.913 ekor, dengan total frekuensi pengiriman sebanyak 65 kali, serta
nilai ekonomi yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp35.084.186.380,80. Komoditas utama yang
diekspor meliputi Frozen Yellowfin Tuna Loin, Frozen Tuna Belly Meat, Kepiting Bakau Hidup,
Udang Ronggeng, Frozen Squid, dan Frozen Fillet Trigger Fish. Negara tujuan ekspor utama pada
periode ini adalah Vietnam, Singapura, dan Korea Selatan.

Tingginya rasio penerimaan ekspor tanpa penolakan menunjukkan bahwa produk
perikanan dari Maluku Utara telah memenuhi standar teknis dan higienitas yang ditetapkan negara
tujuan. Hal ini menjadi indikator keberhasilan pengawasan mutu, efisiensi sistem inspeksi dan
sertifikasi, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk.
Implikasinya, kepercayaan negara mitra dagang terhadap produk perikanan Indonesia semakin
menguat, mendorong kelangsungan dan perluasan pasar ekspor, serta memberikan kontribusi besar
terhadap ekonomi daerah dan nasional.

Keberhasilan ini didukung oleh sistem pengawasan mutu yang konsisten, termasuk
inspeksi fasilitas dan pengujian laboratorium terhadap parameter mikrobiologi, kimia, dan cemaran
bahan berbahaya. Seluruh pengiriman berjalan lancar tanpa adanya penolakan dari negara tujuan,
yang menandakan tingginya kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan dari wilayah
Maluku Utara. Seluruh hasil ekspor pada TW Il Tahun 2025 diterima dengan baik oleh negara
tujuan tanpa adanya penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa produk perikanan dari wilayah Maluku
Utara telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan internasional, serta meningkatkan
kepercayaan pasar global terhadap komoditas perikanan Indonesia. Dengan presentase Pengukuran

capaian indikator menggunakan rumus berikut:

A

X = x100%

Ket:
X = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)
A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP
B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan
Realisasi Kegiatan :
1. Jumlah Ekspor Mutu produk hasil perikanan TW Il Tahun 2025 sebanyak 64 Kali
2. Negara Tujuan Ekspor Vietnam, Singapura, Korea Selatan
Maka Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor
Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate yaitu:

65

x = x100% = 100%

Sehingga rasio ekspor ikan dan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate TW
Il Tahun 2025 yang tercapai 100% menunjukkan bahwa seluruh produk perikanan yang diekspor

berhasil memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan negara tujuan. Hal ini
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mencerminkan efektivitas pengawasan, inspeksi, survailan dan sertifikasi yang dilakukan.

Implikasinya, kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan dari Indonesia, khususnya
Maluku Utara, semakin meningkat, membuka peluang ekspor yang lebih besar, memperkuat posisi

Indonesia di pasar global, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, dapat dilihat

pada tabel 2.4 di bawabh ini.
Tabel 2.4. Target dan Realisasi 1KS.3 pada Triwulan I11 Tahun 2025

Raslo E!spor I!an Dan Ha5|‘

Perikanan Memenuhi Syarat
Mutu Dan Diterima Oleh 99 99 100 101,01 101,01

Negara Tujuan Ekspor Lingkup
UPT Stasiun KIPM Ternate

IKS.3.7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT
Stasiun KIPM Ternate (Persen)

Kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan Ill tahun anggaran 2025
sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti
dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja
Kementerian/ Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan
tindak lanjut berupa identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan
dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Satuan kerja lingkup Kementerian
Kelautan dan Perikanan yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit eselon 1 telah melakukan identifikasi
efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel)
sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan
disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian
dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada Aplikasi SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi
yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase
pengumuman RUP pada Aplikasi SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen). Data yang terbentuk
pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah
dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di
dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan
membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sehingga,
berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum
Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 11l tahun anggaran 2025,
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formula dan ketentuannya dapat dilihat sebagai berikut :

PAGU PENGADAAN SEAP PAGU TERUNUMEKAN [SIRUP)

Sefsh
™. ™ PamuPengadaan- | NEP
e Mot Il i TRP Pagu TERUMUNKAN
FESTATUN KPY 2an 04F TERNATE [ vossmn] [ 1usse]  rsson] [ 1nsesm] - meon

Pada Triwulan Il Tahun 2025, realisasi indikator ini 100 dari target TW Ill 76 atau
mencapai 100 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan
sebesar 76 tiap triwulan. Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Persentase
rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

seperti diasajikan dalam tabel 2.7 di bawabh ini:

Tabel 2.5. Target dan Realisasi 1KS.3.7 pada Triwulan I11 Tahun 2025

Persentase rencana umum

pengadaan PBJ yang
diumumkan pada SIRUP 76 6 100 120 120

lingkup UPT SKIPM Ternate
IKS.3.9. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPT Lingkup
BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Adapun target yang
ditetapkan pada Triwulan 111 tahun 2025 adalah 88 dan telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun
2025 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Berikut beberapa catatan hasil validasi
terhadap nilai SKM sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja
pelayanan pada periode berikutnya yaitu:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari selurun UPP BPPMHKP pada Triwulan 111 Tahun
2025 adalah 94,42 dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 3,78 dan mutu pelayanan
diperoleh “A” kategori “Sangat Baik”.

2. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan
terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 3 layanan mendapatkan
kategori “Baik” yaitu:

e Layanan Penerbitan Sertifikat CPOIB (88,19)

e Layanan Penerbitan Sertifikat CBIB (87,63)

e Layanan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit lkan, Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan. (84,88)

Sehingga Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM
Ternate (nilai) merupakan indikator utama Stasiun KIPM Ternate dalam mewujudkan pelayanan

kepada mayarakat. Sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan
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masyarakai. Survei yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh

pengguna layanan Stasiun KIPM Ternate sebagai berikut:

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BPPMHKP Triwulan Ill Tahun 2025

N P A T R L AYANAN NILAI MUTU KINERJA JUMLAH
u1 u2 u3 ua us us u7 us ue S| | PELSTANAN: | [PELAYNSAN] | FEEEONOEN
1 Stasiun KIPM Bandung 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 100.00 A Sangat Balk 10
2 | Swshn KIPM Merauke | ©9.04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95.04 | 100,00 | 100,00 | 99.78 A Sangat 8aik 26
3 | Stasiun KIPM Mersk 9923 | 100,00 | 100,00 | 5948 | 9974 | 99.74 | 99.74 | 100,00 | 100,00 | 89,77 A Sangat 8alk a7
4 | Stasiun KIPM Palu 100,00 | 100.00 | 10000 | 9889 | 100.00 | 95,44 | 9883 | 100,00 | 10000 | 99,68 A Sangat 8alk 3
5 | Balai KIPM Banjarmasin | 99.87 | 9962 | 9962 | 9962 | 9948 | 9911 | 9575 | 9975 | ©9.87 | 99,63 A Sangat Balk 197
6 | Swsun KiPM 9988 | 9952 | 9936 | 9936 | 9952 | 99,36 | 99.36 | 9952 | 9852 | 9947 ® Sngat Baik 3t
Pekanbaru
7 | Balai KIPM Entikong 9956 | 98.17 | ©9a.17 | 9358 | G917 | 9958 | 95.17 | 9958 | 6833 | 99.26 A Sangat Balk 0
B | Swasun KIPM Goronlalo | S884 | 9947 | 9847 | 99,47 | 99.47 | 9684 | 9884 | 9947 | 9894 | 9923 A Sangat Balk a7
9 | Stesun KIPM Potianak | 9964 | 9929 | 5964 | 9929 | 9964 | 97,86 | 9673 | 9750 | 97.85 | 98,61 A Sangat 8alk 70
10 | Balai KIPM Tarakan 9921 | 9921 | 9881 | 8841 | o762 | 9722 | 9841 | 9881 | 9881 | 9850 A Sangat Baik 63
11 | Stasun KIPM Temale | 9839 | 796 | 6798 | 9879 | %879 | 9913 | 9833 | 96,39 | ©7.58 | 98,38 A Sangat Balk 62
12 | Stasiun KIPM Aceh 9543 | 9821 | @a21 | 10000 | @821 | 9821 | 9543 | 9821 | 9821 | 98,02 A Sangat 8alk 14
73 | Sasun KIPM Pangkal | ©7.87 | 9734 | 9787 | 6734 | 9787 | 9581 | 97,34 | 97,34 | 9734 | 97.46 A Sangat Baik 47
Pinang
——
1" KIPM Tahuna | 9643 | 9643 | 8286 | 5643 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 9543 | 96.43 | 97.22 A Sangat Baik 7 I
15 | Swesun KIPM Sorong S722 | 9757 | 9782 | 9514 | 87,22 | 9767 | 97.57 | 9722 | 9688 | 97.15 A Sangat Balk 72

Pada Triwulan Il Tahun 2025, realisasi indikator ini 97,22 dari target TW Ill 88 atau
mencapai 109,19% karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan
sebesar 88 tiap Triwulan IlIndikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Nilai survei
kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate seperti disajikan dalam tabel
2.8 di bawabh ini.

Tabel 2.6. Target dan Realisasi 1KS.3.9 pada Triwulan 111 Tahun 2025

Survey Kepuasan Masyarakat 88 97,22 111.81 111.81
lingkup UPT Stasiun KIPM
Ternate

2.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Ternate pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan Daftar Isian
Pelaksanaan ~ Anggaran  (DIPA) Nomor: SP  DIPA-032.13.2.649767/2025  sebesar
Rp. 2,684,228,000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 2.469.996.000,- dan PNPB
sebesar Rp. 214.232.000 Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Ternate pada Triwulan Il Tahun
2025 mencapai Rp. 533,680,732 atau sebesar 19.88%. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM
Ternate T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan
Tabel 2.7 sebagai berikut :
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Tabel 2.7. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan 111 Tahun 2025

Dukungan Manajemen Internal Lingkup

1 Badan Karantina Ikan, Pengendalian 2,334,228,000 1,357,042,439 58,14
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

2 Pengendalian Mutu 205,000,000 45,850,000 22,34

3 Manajemen Mutu 145,000,000 31,395,100 21,65

TOTAL 2,684,228,000 1,434,287,539 53,43

Tabel 2.8. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan 111 Tahun 2025

1 Belanja Pegawai 1,004,917,000 631,246,332 62,82
2  BelanjaBarang 1,679,311,000 734,409,463 43,73
3  Belanja Modal 0 0 0,00

TOTAL 2,684,228,000 50,88




BAB Il1
PENUTUP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan untuk mengelola kelautan
dan perikanan agar laut menjadi sehat dan biru. Diyakini kalau laut biru maka langit menjadi biru
dan kehidupan di masa yang akan datang tetap berlanjut dengan baik. Hal ini memang bukan perkara
mudah karena kegiatan perekonomian yang begitu luar biasa, di antaranya adalah kerusakan pesisir
dan juga pulau-pulau kecil yang digunakan untuk kepentingan ekonomi yang sangat pragmatis serta
eksploitasi penangkapan ikan yang tidak terukur. Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
memandang ekonomi biru sebagai acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan dan
kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.

Strategi untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan mengembangkan tiga pilar utama
ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan
memaparkan lima implementasi dalam kebijakan ekonomi biru, yakni penangkapan ikan terukur
berbasis kuota, perluasan wilayah konservasi laut, pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar,
pengelolaan sampabh laut, dan pengelolaan berkelanjutan pesisir serta pulau kecil. Pada penangkapan
ikan terukur berbasis kuota, dibagi dalam tiga distribusi kuota penangkapan, yaitu 35 % (tiga puluh
lima persen) kuota untuk nelayan melalui koperasi, 64,90% (enam puluh empat koma sembilan
puluh persen) kuota untuk industri dan 0,10% (nol koma sepuluh persen) kuota untuk hobi.
Perluasan wilayah konservasi laut seluas tiga puluh persen akan ditetapkan di zona Penangkapan
Ikan Terukur (PIT) yang dibagi menjadi enam zona wilayah Indonesia. Targetnya adalah populasi
ikan akan meningkat di setiap zona PIT.

Lebih lanjut, pada pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, memiliki tantangan
dalam peningkatan kebutuhan produksi protein dan pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan
domestik. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, yakni
Indonesia perlu mengembangkan produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster dan
rumput laut, lalu hasil budi daya akan jadi mayoritas nilai ekspor perikanan Indonesia dan rumput
laut akan menjadi bahan baku utama berbagai industri karena memiliki nilai strategis untuk
menyerap karbon. Target dalam hal ini adalah untuk mengurangi kegiatan penangkapan ikan di laut
untuk menjaga populasi dan meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri.

Terkait meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut, Kementerian Kelautan dan
Perikanan memiliki program yang dimulai pada tahun 2022 dengan nama “Bulan Cinta Laut”. Pada
program tersebut, satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak mengambil ikan, melainkan mengambil
dan mengumpulkan sampah. Sampah tersebut akan dibayar sesuai harga ikan terendah dan diolah
untuk mendapatkan nilai ekonomi. Target dari program ini adalah dapat mengurangi sampah
laut hingga tujuh puluh persen pada tahun 2030.

>
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Selanjutnya, terkait pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil yang tidak sesuai aturan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan dalam pengelolaan aktif pesisir dan pulau
kecil berbasis keberlanjutan. Kebijakan tersebut meliputi, penerapan rencana tata ruang laut yang
komprehensif, lalu semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi
ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampak, serta setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut
wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Target
dalam hal ini adalah menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi.

Dalam melaksanakan 5 program utama pembangunan kelautan dan perikanan, maka
BPPMHKP melalui Unit Pelaksana Teknis melalui pelaksanaan program karantina ikan,
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025, SKIPM Ternate telah menunjukkan
capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target.
IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan 11l disebabkan pencapaian targetnya ada yang
dilaksanakan di Triwulan IV. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi
kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja SKIPM Ternate pada

Triwulan 111 adalah:
1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang akan

dilaksanakan di triwulan berikutnya.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Triwulan berikutnya sesuai jadwal atau rencana
operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak

menumpuk pada akhir tahun.

3. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi setiap triwulan terkait hasil capaian
dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai target kinerja.
4. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir

tahun, agar dapat direalisasikan pada awal Triwulan I11.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja SKIPM Ternate Triwulan 111 Tahun 2025 ini dapat
menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM Ternate kepada Kepala Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), serta dapat
menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan

evaluasi ke depannya.
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Lampiran Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate
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Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk
kemajuan, perbaikan dan peningkatan kualitas serta mutu pelayanan kami kepada masyarakat,
khususnya pengguna jasa layanan mutu dan keamanan hasil perikanan
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